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BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

NOMOR :     2     TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendaptan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 

persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 

merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam 

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah 

Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 bulan Agustus                     

tahun 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

SALINAN 
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Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan 

UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang 

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran   

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                            

Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

diubah beberapa   kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5  Tahun  2009  tentang  

Bantuan  Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan  

Perwakilan  Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia    

Tahun 2013 Nomor 1425); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri                

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 1114); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                       

Tahun 2021 Nomor 431); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12                       

Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 

Nomor 9 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8                     

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten  

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A). 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

dan 

BUPATI PROBOLINGGO 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN                            

ANGGARAN 2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

3. Bupati adalah Bupati Probolinggo. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan               

Peraturan Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua  hak  daerah  yang  diakui  sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 
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7. Pembiayaan adalah setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih 

lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode 

anggaran. 

9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak 

lain   sehingga   Daerah   tersebut   dibebani   kewajiban   untuk membayar 

kembali. 

10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang meliputi pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang meliputi transfer 

Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. 

12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,  

dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

14. Belanja Pegawai adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan 

kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan                   

perundang-undangan. 

15. Belanja Barang dan Jasa adalah Belanja yang digunakan untuk 

menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang                           

dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau 

dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. 

16. Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan 

dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak 

wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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17. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan 

selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko 

sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

18. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

19. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

20. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD 

untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya. 

21. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Desa. 

22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 

selaku Pengguna Anggaran/Barang. 

 

BAB II 

RINCIAN PERUBAHAN APBD 

Pasal 2 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja 

daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah Rp. 2.212.089.980.950,00 (dua triliun dua ratus dua belas 

miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu 

sembilan ratus lima puluh rupiah) 

Semula  Rp. 2.147.625.903.315,00 

Bertambah  Rp.      64.464.077.635,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp. 2.212.089.980.950,00 

b. Belanja Daerah Rp. 2.580.062.958.743,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh 

miliar enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus 

empat puluh tiga rupiah) 

Defisit Rp (367.972.977.793,00) (tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan 

ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus 

sembilan puluh  tiga rupiah) 

Semula  Rp. 2.359.881.769.906,00 

Bertambah  Rp.    220.181.188.837,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp. 2.580.062.958.743,00 

(Defisit) setelah Perubahan Rp.  (367.972.977.793,00) 
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c. Pembiayaan Daerah 

Penerimaan Rp. 387.972.977.793,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar 

sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu 

tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) 

Semula  Rp. 212.255.866.591,00 

Bertambah  Rp. 175.717.111.202,00 

Jumlah setelah Perubahan  Rp. 387.972.977.793,00 

Pengeluaran Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 

Semula  Rp.                         0,00 

Bertambah  Rp.   20.000.000.000,00 

Jumlah setelah Perubahan  Rp.   20.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp. 367.972.977.793,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar 

sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu 

tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) 

 Semula  Rp.  212.255.866.591,00 

 Bertambah  Rp.  155.717.111.202,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp.  367.972.977.793,00 

Pembiayaan Netto    Rp.  367.972.977.793,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0.00 (nol rupiah) 

 SiLPA Tahun Berjalan      Rp. 0,00 

 

Pasal 3 

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 2.212.089.980.950,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar delapan 

puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh 

rupiah), yang bersumber dari : 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer;dan 

c.  lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 293.477.000.600,00 (dua ratus sembilan puluh tiga 

miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 
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c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan  

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan   

sebesar Rp. 86.265.000.000,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus enam 

puluh lima juta rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 25.587.448.734,00 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan 

puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh 

empat rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.616.387.068,00                            

(enam miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu 

enam puluh delapan). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 175.008.164.798,00 (seratus tujuh puluh 

lima miliar delapan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan 

puluh delapan rupiah). 

 

Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 1.916.870.980.350,00 (satu triliun sembilan ratus 

enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan 

puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.756.386.779.174,00 (satu triliun tujuh 

ratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus 

tujuh puluh tujuh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 160.484.201.176,00 (seratus enam puluh miliar 

empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus satu ribu seratus tujuh puluh 

enam rupiah). 
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Pasal 6 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.742.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus 

empat puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah. 

 

Pasal 7 

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan  

sebesar Rp. 2.580.062.958.743,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh miliar 

enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat 

puluh tiga rupiah), yang terdiri atas : 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga;dan  

d. belanja transfer. 

 

Pasal 8 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 1.761.167.228.763,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu 

miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh 

ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas : 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja subsidi; 

d. belanja hibah;dan 

e. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 957.162.627.093,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar 

seratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh 

tiga rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 683.991.377.013,00 (enam ratus delapan puluh tiga 

miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh 

ribu tiga belas rupiah). 

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 603.889.645,00 (enam ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh 

sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). 
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(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp. 113.217.435.012,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh       

belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua belas rupiah). 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 6.191.900.000,00 (enam miliar seratus sembilan 

puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). 

 

Pasal 9 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 243.197.846.355,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar seratus 

sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus 

lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas : 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 

e. belanja modal aset tetap lainnya;dan  

f. belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).  

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 99.093.624.727,00 (sembilan puluh 

sembilan miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu 

tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).  

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.779.342.839,00 (delapan puluh satu 

miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu 

delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).  

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.354.497.289,00 (lima puluh enam miliar 

tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua 

ratus delapan puluh sembilan rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 3.288.781.500,00 (tiga miliar delapan ratus delapan 

puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah). 

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp1.381.600.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan 

puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). 
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Pasal 10 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 56.577.571.625,00 (lima puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh 

tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). 

 

Pasal 11 

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan 

sebesar Rp. 519.120.312.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar seratus dua 

puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas : 

a. belanja bagi hasil;dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja  bagi  hasil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 9.274.737.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh 

puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 509.845.575.000,00 (lima ratus sembilan miliar 

delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

 

Pasal 12 

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 367.972.977.793,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan 

ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus 

sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :  

a. penerimaan pembiayaan;dan 

b. pengeluaran pembiayaan. 

 

Pasal 13 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 387.972.977.793,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh 

miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh 

ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas : 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;dan 

b. Pencairan Dana Cadangan. 
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(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar                                           

Rp. 317.972.977.793,00 (tiga ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh 

puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan 

puluh tiga rupiah). 

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).                                  

 

Pasal 14 

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang 

terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan. 

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

 

Pasal 15 

(1) Selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan 

terjadinya defisit sebesar Rp. 367.972.977.793,00 (tiga ratus enam puluh tujuh 

miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh 

ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah). 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 367.972.977.793,00 (tiga 

ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan 

ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).                             

 

Pasal 16 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I   Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut  Kelompok dan 

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II   Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III   Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan, Kegiatan,  

Kelompok, Jenis  Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
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d. Lampiran IV   Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,  

Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 

Kegiatan Beserta Keluaran; 

e. Lampiran V   Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI   Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

g. Lampiran VII   Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

APBD; 

h. Lampiran VIII   Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

i. Lampiran XI   Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 

Prioritas Daerah; 

j. Lampiran X   Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

k. Lampiran XI   Daftar Piutang Daerah; 

l. Lampiran XII   Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 

Lainnya; 

m. Lampiran XIII   Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah dan Aset Lain-Lain; 

n. Lampiran XIV   Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multiyears); 

o. Lampiran XV   Daftar Dana Cadangan;dan 

p. Lampiran XVI    Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 17 

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan                

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah                   

Kabupaten Probolinggo. 

Ditetapkan di                    Probolinggo 

Pada tanggal  5  Oktober 2023 

Pj. BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

UGAS IRWANTO 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal  5  Oktober  2023 

        Pj. SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

     HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si 

          Pembina Utama Muda 

     NIP. 19680525 198903 1 009 
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Salinan sesuai dengan aslinya : 
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